PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG PRESI DEN REPUBLI K
| NDONESI A
Nonor 14 TAHUN 1960
Tent ang
PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NO 12 TAHUN 1951
TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE
VOLKSCREDI ETBANK

Presi den Republik I ndonesia,
Meni nbang :

a. bahwa Bank Rakyat |ndonesia sebagai badan hukum yang
di t et apkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lenbaran-
Negara tahun 1951 No. 80) tunduk kepada Hukum Sipil dan
Per ni agaan yang berl| aku di | ndonesi a;

b. bahwa wuntuk dapat nenyenpurnakan usahanya, Bank Rakyat
| ndonesia perlu diberi pula hak untuk melakukan perbuatan-
per buat an hukum adat dan nenmegang dan/atau nenperol eh benda-
benda yang nenurut hukum yang berlaku hanya dapat diperol eh
orang-orang yang takl uk kepada hukum adat ;

Mengi ngat

1. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

2. Peraturan Penmerintah No. 1 tahun 1946 tentang Aturan Bank
Rakyat | ndonesi a;

3. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahun 1951
No. 80) t ent ang penghapusan Badan Hukum Al genene
Vol kscr edi et bank) ;

4. Peraturan Penerintah No. 25 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahun
1951 No. 37) tentang Bank Rakyat | ndonesi a;

5. Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Menmut uskan

Menet apkan:

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
Undang- undang No. 12 tahun 1951 (Lenbar an-Negara tahun 1951 No. 80)
t ent ang penghapusan Badan Hukum Al genene Vol kscr edi et bank.

Pasal |.

D antara pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 12 tahun 1951
(Lenbar an- Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum
Al genene Vol kscr edi et bank, ditanbahkan satu

pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut



"Pasal 5a.

Bank Rakyat |ndonesia dapat nelakukan perbuatan-perbuatan hukum
ber dasar kan hukum adat dan nenegang dan/ at au nenperol eh benda- benda
yang nenurut hukum yang berlaku hanya dapat diperol eh orang-orang
yang takl uk kepada hukum adat".

Pasal I1.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpatan
dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

DJ UANDA

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Menteri Kehaki man,

SAHARDIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG No. 14 TAHUN 1960
t ent ang
PERUBAHAN UNDANG- UNDANG No. 12 TAHUN 1951
( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1951 No. 80) TENTANG
PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE
VOLKSCREDI ETBANK.

Ber| ai nan dengan keadaan pada bank-bank negara | ai nnya, maka Bank
Rakyat | ndonesi a adal ah sat u-satunya bank negara yang hi ngga Ki ni
bel um nmenpunyai hak nel akukan per buat an- per buat an hukum

ber dasar kan hukum adat dan nmenmegang dan/ at au nmenper ol eh

benda- benda yang hanya dapat di perol eh orang-orang yang takl uk
kepada hukum adat. Ini di sebabkan karena pada pasal 5
Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahhun 1951 No.
80) tentang penghapusan badan hukum Al genene Vol kscr edi et bank

di t ent ukan bahwa Bank Rakyat | ndonesia sebagai badan |ikw dasi

Al genene Vol kscr edi et bank adal ah hanya badan hukum saj a dan tidak
di si nggung- si nggung tentang hak-hak Bank Rakyat |ndonesia untuk
menguasai benda- benda yang nmenurut hukum yang berl aku hanya dapat
di kuasai ol eh orang-orang yang takl uk kepada hukum adat .



Kekurangan i ni sangat nenpersulit Bank Rakyat |ndonesia dal am
usahanya sehari- hari yang ber hubungan dengan tanah hak mli k.

A eh karena itu dal am Perat uran Penerintah Pengganti Undang-

undang i ni kekurangan itu ditanbahkan sebagai pasal 5a dari
Undang- undang | i kwi dasi Al genene Vol kscr edi et bank tersebut.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



